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Masalah korupsi menjadi masalah utama di Indonesia,
dalam catatan Transparancy International, dalam kurun waktu 5
tahun terakhir mulai tahun 2001-2005, Indeks Persepsi Kosupsi
yang diraih Indonesia adalah 1,9 - 2,2, angka ini menunjukkan
bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling korup
di dunia.

Pola kerja penyebaran perilaku korupsi di negara manapun,
termasuk Indonesia secara teoretis tidak lepas dari masalah
birokrasi. Tidak ada satupun korupsi yang tidak melibatkan
birokrasi Hingga saat ini birokrasi masih melayani diri sendiri
terbukti dari 60-70 persen anggaran pemerintah masih berupa
anggaran rutin, sisanya baru untuk publik.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan mengenai
pengertian korupsi, ciri-ciri serta pola dan modus korupsi dalam
jejaring birokrasi di Indonesia. Jika pola birokrasi dalam jejaring
birokrasi tidak segera di bongkar, dapat dipastikan upaya
pemberantasan korupsi hanya akan berjalan ditempat. Titik fokus
yang perlu dilakukan bukan lagi sekedar bagaimana mengadili
pelaku korupsi, tapi lebih dari itu adalah bagaimana melakukan
upaya pencegahan dengan memutus mata rantai penyebarannya
dengan cara membongkar jejaring dalam birokrasi.

Kata Kunci: Indek Persepsi Korupsi, Korupsi, Modus Korupsi
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Pendahuluan

Semenjak tahun 1995, Transparansi
Internasional telah menerbitkan In-
deks Persepsi Korupsi (IPK) setiap
tahun yang mengurutkan negara-ne-
gara di dunia berdasarkan persepsi

budiman@uny.ac.id

(anggapan) publik terhadap korupsi
di jabatan publik dan politis. Selama
tahun 2001-2004 Indonesia selalu
menduduki peringkat 10 besar ne-
gara terkorup berdasarkan indeks
persepsi korupsi. Baru pada tahun

Korupsi dalam Jejaring Birokrasi (Budiman)


Arwan Nur Ramdhan
Typewritten text
budiman@uny.ac.id


84

2005 dengan peningkatan indeks Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi

Indonesia dari Tahun 2001-2005

maka peringkat Indonesia turun ke 15

Indek{ Peringkat| Indek{

Peringka

kd

Q»

ka

1,9 88/91 1.9 96/102

1,9 122/133 2,0

137/146 2,2

140/ 159

Sumber: Transparency.Org

Di Indonesia sendiri Peringkat ko-

rupsi yang paling tinggi adalah ko-
rupsi politik dan korupsi birokrasi.
Hal ini dapat dilihat dari tabel beri-
kut:

Tabel 2. Kasus Korupsi yang se-
dang ditangani oleh KPK

Korupsi Perbankan | 4.055.600.000 412.821.100.000.000 }446.137.020.000.000)
Korupsi Birokrasi 7.000.000.000 113.558.816.000.000 |170.958.816.000.000}
Korupsi BUMN non
Bank 2.500.000.000 72.000.000.000 20.572.000.000.000
an
Korupsi Daerah 468.016.800.000 466.016.800.000
Korupsi dana
10.000.000.000 8.921.000.000.000 90.921.000.000.000
Bantuan
[Korupsi Polisi dan TN 546.646.000.000 $46.646.000.000
Swasta 3.430.500.000 5.435.000.000.000 33.565.100.000.000
Korupsi Politk . 5.000.000.000 5.000.000.000
Total 26.986.100.000 541.887.578.800.000 |763.1 73.598.800.000|

Sumber: Kasus Korupsi yang sedang diperiksa Kejaksaan, Polisi, dan proses
persidangan (berbagai Media Massa)

Maraknya kasus korupsi bi-
rokrasi disebabkan oleh peran bi-
rokrasi yang hingga saat ini masih
melayani diri sendiri terbukti dari
60-70 persen anggaran pemerintah
masih berupa anggaran rutin, si-
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sanya baru untuk publik. Alatas se-
bagaimana dikutip oleh Tri Widodo
W. Utomo bahwa korupsi dipe-
ngaruhi oleh dua kondisi pokok.
Pertama, adalah akibat dari sistem
birokrasi patrimonial yang tidak



mengenal perbedaan antara ling-
kup pribadi dengan lingkup resmi,
maka pelaksanaan pemerintahan
dianggap sebagai urusan pribadi
dan kekuasaan politik dianggap se-
bagai bagian dari miliknya pribadi-
nya yang dapat diekploitasi dengan
cara menarik sumbangan atau pu-
ngutan. Kedua adalah masih kuat-
nya sistem persanakan atau kuat-
nya solidaritas kekerabatan dan
kebiasaan saling memberi hadiah
antar keluarga dalam masyarakat.

Pengertian Korupsi

Dari segi semantik, "korupsi"
berasal dari bahasa Inggris, yaitu
corrupt, yang berasal dari perpa-
duan dua kata dalam bahasa latin
yaitu com yang berarti bersama-
sama dan rumpere yang berarti pe-
cah atau jebol. Sedangkan definisi
Korupsi (bahasa latin: corruptio dari
kata kerja corrumpere = bu-suk,
rusak, menggoyahkan, memu-
tarbalik, menyogok)  menurut
Transparency International adalah
perilaku pejabat publik, baik politi-
kus/politisi maupun pegawai ne-
geri, yang secara tidak wajar dan
tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalah-
gunakan kekuasaan publik yang di-
percayakan kepada mereka.

Istilah "korupsi” juga bisa di-
‘nyatakan sebagai suatu perbuatan
tidak jujur atau penyelewengan
yang dilakukan karena adanya su-
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atu pemberian. Dalam prakteknya,
korupsi lebih dikenal sebagai me-
nerima uang yang ada hubungan-
nya dengan jabatan tanpa ada
catatan administrasinya.

Secara hukum pengertian
"korupsi" adalah tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam keten-
tuan peraturan perundang-unda-
ngan yang mengatur tentang tindak
pidana korupsi.

Dari sudut pandang hukum,
perbuatan korupsi mencakup un-
Sur-unsur:

* melanggar hukum yang berl-
aku

e penyalahgunaan wewenang

e merugikan negara

e memperkaya pribadi/diri sen-
diri

Dalam arti yang luas, korupsi
atau korupsi politis adalah penya-
lahgunaan jabatan resmi untuk ke-
untungan pribadi. Semua bentuk
pemerintah/pemerintahan  rentan
korupsi dalam prakteknya. Berat-
nya korupsi berbeda-beda, dari
yang paling ringan dalam bentuk
penggunaan pengaruh dan duku-
ngan untuk memberi dan mene-
rima pertolongan, sampai dengan
korupsi berat yang diresmikan, dan
sebagainya. Titik ujung korupsi
adalah kleptokrasi, yang arti hara-
fiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, di mana pura-pura bertin-
dak jujur pun tidak ada sama
sekali.
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Sebab-sebab Korupsi

Tindak korupsi yang dilaku-
kan oleh seseorang bukanlah su-
atu peristiwa yang berdiri sendiri.
Perilaku korupsi menyangkut ber-
bagai hal yang sifatnya kompleks.
Faktor-faktor penyebabnya bisa
dari internal pelaku-pelaku korupsi,
tetapt bisa juga bisa berasal dari
situasi lingkungan yang kondusif
bagi seseorang untuk melakukan
korupsi. Berikut ini adalah aspek-
aspek penyebab seseorang ber-
buat korupsi.

Menurut Dr. Sarlito W. Sar-
wono, tidak ada jawaban yang per-
sis, tetapi ada dua hal yang jelas,
yakni :

a. Dorongan dari dalam diri sen-
diri (keinginan, hasrat, ke-
hendak dan sebagainya),

b. Rangsangan dari luar (doro-
ngan teman-teman, adanya
kesempatan, kurang kontrol
dan sebagainya.

Dr. Andi Hamzah dalam di-
sertasinya  menginventarisasikan
beberapa penyebab korupsi, yakni

a. Kurangnya gaji pegawai
negeri dibandingkan de-
ngan kebutuhan  yang
makin meningkat;

b. Latar belakang kebuda-
yaan atau kultur Indonesia
yang merupakan sumber
atau sebab meluasnya
korupsi;

c. Manajemen yang kurang
baik dan kontrol yang
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kurang efektif dan efisien,
yang memberikan peluang
orang untuk korupsi;
d. Modernisasi pengembang-
biakan korupsi
Analisa yang lebih detil lagi
tentang penyebab korupsi diutara-
kan oleh Badan Pengawasan Ke-
uangan dan Pembangunan (BPKP)
dalam bukunya berjudul "Strategi
Pemberantasan Korupsi," antara
lain :
1. Aspek Individu Pelaku
a. Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang melaku-
kan korupsi bukan karena orang-
nya miskin atau penghasilan tak
cukup. Kemungkinan orang terse-
but sudah cukup kaya, tetapi masih
punya hasrat besar untuk mem-
perkaya diri. Unsur penyebab ko-
rupsi pada pelaku semacam itu da-
tang dari dalam diri sendiri, yaitu
sifat tamak dan rakus.
b. Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak
kuat cenderung mudah tergoda un-
tuk melakukan korupsi. Godaan itu
bisa berasal dari atasan, teman se-
tingkat, bawahanya, atau pihak
yang lain yang memberi kesem-
patan untuk itu.
c. Penghasilan yang kurang
mencukupi
Penghasilan seorang pega-
wai dari suatu pekerjaan selayak-
nya memenuhi kebutuhan hidup
yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi
maka seseorang akan berusaha



memenuhinya dengan berbagai ca-
ra. Tetapi bila segala upaya dila-
kukan ternyata sulit didapatkan, ke-
adaan semacam ini yang akan
memberi peluang besar untuk me-
lakukan tindak korupsi, baik itu ko-
rupsi waktu, tenaga, pikiran dalam
arti semua curahan peluang itu
untuk keperluan di luar pekerjaan
yang seharusnya.
d. Kebutuhan hidup yang
mendesak
Dalam rentang kehidupan
ada kemungkinan seseorang me-
ngalami situasi terdesak dalam hal
ekonomi. Keterdesakan itu mem-
buka ruang bagi seseorang untuk
mengambil jalan pintas diantaranya
dengan melakukan korupsi.
e. Gaya hidup yang konsumtif
Kehidupan di kota-kota be-
sar acapkali mendorong gaya hi-
dup seseong konsumtif. Perilaku
konsumtif semacam ini bila tidak
dimbangi dengan pendapatan
yang memadai akan membuka pe-
luang seseorang untuk melakukan
berbagai tindakan untuk memenuhi
hajatnya. Salah satu kemungkinan
tindakan itu adalah dengan ko-
rupsi.
f. Malas atau tidak mau kerja
Sebagian orang ingin men-
dapatkan hasil dari sebuah peker-
jaan tanpa keluar keringat alias
malas bekerja. Sifat semacam ini
akan potensial melakukan tindakan
apapun dengan cara-cara mudah
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dan cepat, diantaranya melakukan
korupsi.
g. Ajaran agama yang kurang
diterapkan
Indonesia dikenal sebagai
bangsa religius yang tentu akan
melarang tindak korupsi dalam
bentuk apapun. Kenyataan di la-
pangan menunjukkan bila korupsi
masih berjalan subur di tengah ma-
syarakat. Situasi paradok ini me-
nandakan bahwa ajaran agama ku-
rang diterapkan dalam kehidupan.
2. Aspek Organisasi
a. Kurang adanya sikap ke-
teladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam su-
atu lembaga formal maupun infor-
mal mempunyai pengaruh penting
bagi bawahannya. Bila pemimpin
tidak bisa memberi keteladanan
yang baik di hadapan bawahannya,
misalnya berbuat korupsi, maka
kemungkinan besar bawahnya
akan mengambil kesempatan yang
sama dengan atasannya.
b. Tidak adanya kultur orga-
nisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya
punya pengaruh kuat terhadap
anggotanya. Apabila kultur orga-
nisasi tidak dikelola dengan baik,
akan menimbulkan berbagai situasi
tidak kondusif mewarnai kehidupan
organisasi. Pada posisi demikian
perbuatan negatif, seperti korupsi
memiliki peluang untuk terjadi.
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c. Sistim akuntabilitas yang
benar di instansi pemerintah
yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan
umumnya belum merumuskan
dengan jelas visi dan misi yang
diembannya dan juga belum
merumuskan dengan tujuan dan
sasaran yang harus dicapai dalam
periode tertentu guna mencapai
misi tersebut. Akibatnya, terhadap
instansi pemerintah sulit dilakukan
penilaian apakah instansi tersebut
berhasil mencapai sasaranya atau
tidak. Akibat lebih lanjut adalah
kurangnya perhatian pada efisiensi
penggunaan sumber daya yang
dimiliki. Keadaan ini memunculkan
situasi organisasi yang kondusif
untuk praktik korupsi.

a. Kelemahan sistim pe-
ngendalian manajemen

Pengendalian  manajemen
merupakan salah satu syarat bagi
tindak pelanggaran korupsi dalam
sebuah organisasi. Semakin long-
gar/lemah pengendalian manaje-
men sebuah organisasi akan se-
makin terbuka perbuatan tindak ko-
rupsi anggota atau pegawai di da-
lamnya.

e. Manajemen cenderung
menutupi korupsi di dalam orga-
nisasi

Pada umumnya jajaran ma-
najemen selalu menutupi tindak ko-
rupsi yang dilakukan oleh segelintir
oknum dalam organisasi. Akibat si-
fat tertutup ini pelanggaran korupsi
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justru terus berjalan dengan ber-
bagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan
Organisasi Berada

a. Nilai-nilai di masyarakat
kondusif untuk terjadinya korupsi.

Korupsi bisa ditimbulkan
oleh budaya masyarakat. Misainya,
masyarakat menghargai seseorang
karena kekayaan yang dimilikinya.
Sikap ini seringkali membuat ma-
syarakat tidak kritis pada kondisi,
misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.

b. Masyarakat kurang me-
nyadari sebagai korban utama ko-
rupsi.

Masyarakat masih kurang
menyadari bila yang paling dirugi-
kan dalam korupsi itu masyarakat.
Anggapan masyarakat umum yang
rugi oleh korupsi itu adalah negara.
Padahal bila negara rugi, yang rugi
adalah masyarakat juga karena
proses anggaran pembangunan bi-
sa berkurang karena dikorupsi.

¢. Masyarakat kurang me-
nyadari bila dirinya terlibat korupsi.

Setiap korupsi pasti melibat-
kan anggota masyarakat. Hal ini
kurang disadari oleh masyarakat
sendiri. Bahkan seringkali masya-
rakat sudah terbiasa terlibat pada
kegiatan korupsi sehari-hari de-
ngan cara-cara terbuka namun ti-
dak disadari.

d. Masyarakat kurang me-
nyadari bahwa korupsi akan bisa
dicegah dan diberantas.



Pada umumnya masyarakat
berpandangan masalah korupsi itu
tanggung jawab pemerintah. Ma-
syarakat kurang menyadari bahwa
korupsi itu bisa diberantas hanya
bila masyarakat ikut melakukan-
nya.

e. Aspek peraturan per-
undang-undangan.

Korupsi mudah timbul ka-
rena adanya kelemahan di dalam
peraturan perundang-undangan
yang dapat mencakup adanya
peraturan yang monopolistik yang
hanya menguntungkan kroni pe-
nguasa, kualitas peraturan yang
kurang memadai, peraiuran yang
kurang disosialisasikan, sangsi
yang terlalu ringan, penerapan
sangsi yang tidak konsisten dan
pandang bulu, serta lemahnya bi-
dang evaluasi dan revisi peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal korupsi birokrasi,
Tri Widodo W. Utomo menyebut-
kan empat dimensi praksis atau as-
pek administratif penyebab mun-
culnya korupsi sebagai berikut:

1. Sistem administrasi yang
belum sempurna untuk mencegah
kebocoran.

Dalam sistem manajemen/
administrasi yang baik, fungsi-fung-
Si perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi/ pengawasan merupakan
suatu sistem yang integral dan ti-
dak dapat berdiri sendiri. Hal ini di-
maksudkan agar fungsi-fungsi ter-
sebut dapat menjadi instrumen
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yang efektif dalam mencapai tujuan
organisasi, seklaigus untuk me-
mastikan bahwa pengelolaan orga-
nisasi telah sesuai dengan peren-
canaan yang disusun sebelumnya.
Kebocoran, pemborosan maupun
kesalahan-kesalahan administrasi
lainnya mengindikasikan bahwa
sistem administrasi yang ada be-
lum berfungsi dengan baik.
2. Tingkat kesejahteraan apa-
ratur yang masih dibawah standar.
Mitos yang berkembang se-
lama ini menyebutkan bahwa pe-
gawai negara atau aparatur adalah
abdi negara dan abdi masyarakat.
Oleh karena itu, merupakan hal
yang tabu apabila seorang apa-
ratur lebih mementingkan pemenu-
han kebutuhan sehari-harinya di-
bandingkan pengabdiannya. De-
ngan penghasilan yang pas-pasan,
sementara diluar lingkungannya
banyak terjadi kemewahan yang
diperlihatkan oleh para pengusaha
dan pejabat tinggi, maka terjadilah
kesenjangan antara kelompok
yang memiliki fasilitas, lobby dan
monopoli  disatu pihak dengan
aparatur kebanyakan dilain pihak.
Selain itu terjadi pula kesenjangan
antara penghasilan yang diterima-
nya setiap bulan dnegan biaya ke-
butuhan yang harus dikeluarkan.
Berbagai kesenjangan inilah yang
mendorong aparatur untuk menye-
leweng ketika ada kesempatan.
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3. Sanksi hukum  konkrit
yang belum maksimal dan sulit di-
tegakkan.

Meskipun sudah ada badan
dan peraturan yang secara khusus
dibuat untuk mengatur pemberan-
tasan tindak pidana korupsi, na-
mun dalam implementasinya sulit
untuk ditegakkan. Di satu sisi be-
lum ada kemauan secara politik
dari pemerintah untuk memerangi
korupsi. Seringkali yarg terjadi
adalah mahkamah agung meng-
hentikan penuntutan dengan ala-
san kepentiongan umum, hal ini ti-
dak bisa dilepaskan dari sistem bi-
rokrasi patrimonial. Pemberanta-
san terhadap korupsi berarti juga
memerangi sanak saudara atau
dirinya sendiri.

4. Kecenderungan kolusi
yang sulit dibuktikan.

Sistem birokrasi patrimonial
dan rendahnya tingkat kesejahtera-
an membawa kecenderungan ter-
Jadinya kolusi antara penguasa de-
ngan pengusaha atau antara biro-
krat dengan konglomerat. Dalam
prakteknya, fakta terjadinay kolusi
hanya bisa dibuktikan secara formil
sedangkan secara materiil sangat
sulit dibuktikan. Disinilah diperlu-
kan pembaharuan sistem hukum
yang semata-mata mengandalkan
kebenaran formil dalam pembuk-
tiannya, tetapi juga harus memper-
hatikan perasaan keadilan dalam
masyarakat secara formil.
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Ciri-ciri Korupsi

Korupsi di manapun dan ka-
panpun selalu memiliki ciri khas.
Ciri tersebut bisa bermacam-ma-
cam, beberapa diantaranya adalah
sebagai berikut:

1. Melibatkan lebih dari satu
orang,

2. Korupsi tidak hanya berlaku
di kalangan pegawai negeri
atau anggota birokrasi nega-
ra, korupsi juga terjadi di or-
ganisasi usaha swasta,

3. Korupsi dapat mengambil
bentuk menerima sogok,
uang kopi, salam tempel,
uang semir, uang pelancar,
baik dalam bentuk uang tu-
nai atau benda atau pun wa-
nita,

4. Umumnya serba rahasia, ke-
cuali sudah membudaya,

5. Melibatkan elemen kewaji-
ban dan keuntungan timbal
balik yang tidak selalu beru-
pa uang,

6. Setiap tindakan korupsi me-
ngandung penipuan, biasa-
nya pada badan publik atau
masyarakat umum,

7. Setiap perbuatan korupsi
melanggar norma-norma tu-
gas dan pertanggungjawab-
an dalam tatanan masyara-
kat,

8. Di bidang swasta, korupsi
dapat berbentuk menerima
pembayaran uang dan seba-
gainya, untuk membuka



raha-sia perusahaan tempat
seseorang bekerja, meng-
ambil komisi yang seharus-
nya hak perusahaan.

Modus Korupsi

Modus korupsi adalah cara-
cara bagaimana korupsi itu dilaku-
kan. Banyak modus-modus dalam
korupsi. Di bawah ini hanyalah se-
kedar contoh bagaimana modus
korupsi itu dilakukan :

1. Pemerasan Pajak

Pemeriksa pajak yang me-
meriksa wajib pajak menemukan
kesalahan perhitungan pajak yang
mengakibatkan kekurangan pem-
bayaran pajak. Kesalahan-kesa-
lahan, tersebut bisa karena kese-
ngajaan wajib pajak dan bisa juga
bukan karena kesengajaan. Keku-
rangan tersebut dianggap tidak ada
dan imbalannya wajib pajak harus
membayarkan sebagian" kekura-
ngan tersebut masuk ke kantong
pemeriksa pajak.

2. Manipulasi Tanah

Berbagai cara dilakukan un-

tuk memanipulasi status kepemi-
likan tanah termasuk, memani-
pulasi tanah negara menjadi milik
perorangan/badan, merendahkan
pembebasan tanah dan meninggi-
kan pertanggungjawaban, membe-
baskan terlebih dahulu tanah yang
akan kena proyek dengan harga
murah.

3. Jalur Cepat Pembuatan
KTP
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Dalam Pembuatan KTP di-
kenal ‘jalur biasa' dan ‘jalur cepat'.
Jalur biasa adalah jalur prosedural
biasa, yang mungkin waktunya le-
bih lama tapi biayanya lebih murah.
Sedangkan ‘jalur cepat’ adalah pro-
ses pembuatanya lebih capat dan
harganya lebih mahal.

-4. SIM Jalur Cepat

Dalam proses pembuatan
SIM secara resmi, diberlakukan uji-
an/tes tertulis dan praktek yang
dianggap oleh sebagian warga, ter-
utama sopir akan mempersulit
pembuatan SIM Untuk memperce-
pat proses itu -mereka membayar
lebih besar, asalkan tidak harus _
mengikuti ujian. Biaya tidak resmi
pengurusan SIM biasanya lang-
sung ditetapkan oleh petugas.
Biasanya yang terlibat dalam prak-
tek ini adalah warga yang mengu-
rus SIM dan oknum petugas yang
menangani kepengurusan SIM.

5. Markup Budget/Anggaran

Biasanya terjadi dalam pro-
yek dengan cara menggelembung-
kan besarnya dana proyek dengan
cara memasukkan pos-pos pembe-
lian yang sifatnya fiktif. Misalnya
dalam anggaran dimasukkan pem-
belian komputer tetapi pada prak-
teknya tidak ada komputer yang di-
beli atau kalau komputer dibeli har-
ganya lebih murah.

6. Proses Tender

Dalam proses tender pe-
ngerjaan tender seperti perbaikan
jalan atau pembangunan jembatan
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seringkali terjadi penyelewengan.
Pihak yanag sebenarnya meme-
nuhi persyaratan tender, terkadang
tidak memenangkan tender karena
telah dimenangkan oleh pihak yang
mampu ‘main belakang' dengan
membayar lebih mahal, walaupun
tidak memenuhi syarat. Dalam hal
ini telah terjadi penyogokan kepada
pemberi tender oleh peserta tender
yang sebenarnya tidak qualified

7. Penyelewengan dalam
Penyelesaian Perkara

Korupsi terjadi tidak selalu
dalam bentuk uang, tetapi meng-
ubah (menafsirkan secara sepihak)
pasal-pasal yang acda untuk me-
ringankan hukuman kepada pihak
yang memberi uang kepada pene-
gak hukum. Praktek ini melibatkan
terdakwaltersangka, penegak hu-
kum (hakim/jaksa) dan pengacara.

Istilah-istilah Umum dalam Ke-
giatan Korupsi

Dalam tindakan korupsi su-
dah tercipta istilah-istilah yang bia-
sa digunakan antar pelaku, istilah
tersebut antara lain:

1. Uang Tip: Sama dengan
'budaya amplop' yakni memberikan
uang ekstra kepada seseorang ka-
rena jasanya/pelayanannya. Istilah
ini muncul karena pengaruh bu-
daya Barat yakni pemberian uang
ekstra kepada pelayan di restoran
atau hotel.

2. Angpao: Pada awalnya
muncul untuk menggambarkan
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kebiasaan yang dilakukan oleh
etnis Cina yang memberikan uang
dalam amplop kepada penyeleng-
gara pesta. Dalam perkembangan
selanjutnya, hingga saat ini istilah
ini digunakan untuk menggambar-
kan pemberian uang kepada pe-
tugas ketika mengurus sesuatu di
mana pemberian ini sifatnya tidak
resmi atau tidak ada dalam per-
aturan

3. Uang Administrasi: Pem-

~ berian uang tidak resmi kepada

aparat dalam proses pengurusan
surat-surat penting atau penyele-
saian perkara/kasus agar penyele-
saiannya cepat selesai.

4. Uang Diam: Pemberian
dana kepada pihak pemeriksa agar
kekurangan pihak yang diperiksa ti-
dak ditindaklanjuti. Uang diam
biasanya diberikan kepada anggo-

‘ta DPRD ketika memeriksa per-

tanggung jawaban walikota/guber-
nur agar pertanggung jawabannya
lolos.

5. Uang Bensin: Uang
yang diberikan sebagai balas jasa
atas bantuan yang diberikan oleh
seseorang. Istilah ini menggam-
barkan ketika seseorang yang ak-
rab satu sama lain, seperti antara
temen satu dengan yang lain.
Misalnya A minta bantuan B untuk
membeli sesuatu, si B biasanya
melontarkan  peinyataan, uang
bensinya mana ?

6. Uang Pelicin: Menunjuk
pada pemberian sejumlah dana



(uang) untuk memperlancar (mem-
permudah) pengurusan  perkara
atau surat penting.

7. Uang Ketok: Uang yang

digunakan untuk mempengaruhi*

keputusan agar berpihak kepada

pemberi uang. Istilah ini biasanya

ditujukan kepada hakim dan ang-
gota legislatif yang memutuskan
perkara atau menyetujui/menge-
sahkan anggaran usulan eksekutif,
dilakukan secara tidak transparan.

8. Uang Kopi: Uang tidak
resmi yang diminta oleh aparat pe-
merintah atau kalangan swasta.
Permintaan ini sifatnya individual
dan berlaku di masyarakat umum.

9. Uang Pangkal: Uang
yang diminta sebelum melaksana-
kan suatu pekerjaan/kegiatan agar
pekerjaan tersebut lancar

10. Uang Rokok: Pemberian
uang yang tidak resmi kepada apa-
rat dalam proses pengurusan su-
rat-surat penting atau penyelesaian
perkara/kasus penyelesaianya ce-
pat.

11. Uang Damai. Diguna-
kan ketika menghindari sanksi for-
mal dan lebih memberikan sesuatu
biasanya berupa uang/materi seba-
gai ganti rugi sanksi formal.

12. Uang di Bawah Meja:
Pemberian uang tidak resmi ke-
pada petugas ketika meng-
urus/membuat surat penting agar
prosesnya cepat

13. Tahu Sama Tahu: Digu-
nakan di kalangan bisnis atau biro-
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krat ketika meminta bagian/se-
jumlah uang. Maksud antara yang
meminta dan yang memberi uang
sama-sama mengerti dan hal ter-
sebut tidak perlu diucapkan.

14. Uang Lelah: Menunjuk
pada pemberian uang secara tidak
resmi ketika melakukan suatu ke-
giatan. Uang lelah ini bisanya di-
minta oleh orang yang diminta ban-
tuanya untuk membantu orang lain.
Istilah ini kemudian sering diguna-
kan oleh birokrat ketika melayani
masyarakat untuk mendapatkan
uang lebih.

Pola-pola korupsi daiam biro-
krasi

Sedangkan dalam tindakan
korupsi yang melibatkan birokrasi,
ada beberapa pola yang biasa dila-
kukan oleh pelaku korupsi. Secara
umum pola korupsi dalam birokrasi
ada tiga pola, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Muhammad Ya-
sin Kara (20086) yaitu:

1. Tidak ada profesionalis-
me dalam penyusunan anggaran
dan pendapatan belanja negara.
Dari analisis yang dilakukan proses
penyusunan APBN dari berbagai
departemen bersifat copy-paste
dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti
dengan tidak adanya perbedaaan
yang signifikan antara draf APBN
yang di ajukan ke DPR setiap ta-
hunnya. Hampir semua departe-
men dalam melakukan penyusu-
nan anggaran belum mempertim-
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bangakn pemberdayaan masyara-
kat. Dana APBN yang diajukan ha-
nya dipergunakan untuk kebutuhan
belanja rutin tanpa melakukan
analisis detail terhadap kebutuhan
masyarakat terkait dengan misi
departemen.

2. Penunjukkan tender pro-
yek tidak sesuai undang-undang.
Pemberian tender biasanya dilaku-
kan dengan menawarkan secara
lisan tidak di umumkan di media
massa sebagaimana yang diatur
undang-undang kepada rekan-re-
kan dekat bahwa ada proyek di de-
partemen di bidang tertentu. Biasa-
nya sudah dilakukan pemotorigan
sekitar 40 persen dari nilai pagu
proyek yang ditetapkan, sisanya
baru diberikan kepada pemenang
tender dan masih di bagi-bagi de-
ngan sesama pejabat di depar-
temen yang menangani proyek itu.

3. Korupsi konspiratif de-
ngan melibatkan berbagai pihak
yang terlibat dalam pengambilan
kebijakan publik dan politik. Pro-
yek-proyek negara yang terserap
selama ini hanyalah sekitar 60 per-
sen dari total anggaran yang ter-
sedia. Sekitar 5 persen dari nilai
anggaran diambil pihak departe-
men yang menangani proyek, 5
persen disetorkan untuk menurun-
kan dananya ke pihak departemen
yang terkait, 5 persen untuk unutk
pihak terkait yang melegitimasi ke-
putusan adanya suatu proyek, 5
persen untuk tim audit laporan
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keuangan, 5 persen untuk pihak
terkait dalam pemerintah di tingkat
provinsi, 5 persen untuk pihak ter-
kait di tingkat kabupaten dan sisa-
nya (10 persen) untuk mereka
yang mengerjakan proyek tersebut.

Dari Laporan Akhir tahun
Indonesia Corruption Watch modus
korupsi birokrasi sebagian besar
adalah korupsi yang berkaitan de-
ngan tender/ lelang proyek dengan
modus antara lain melalui: mark-
up, mark down, pelanggaran pro-
sedur, manipulasi data/ dokumen,
merubah spesifikasi barang dan
penunjukan langsung. Praktek ko-
rupsi ini banyak terjadi mengingat
sebagian becdar alokasi anggaran
pemerintah digunakan untuk pro-
yek-proyek pengadaan barang dan
jasa. Sedangkan modus yang me-
libatkan birokrasi secara rinci dapat
dibagi sebagai berikut:

1. Korupsi yang melibatkan
DPRD ada empat modus utama.

a. Modus pertama ada-
lah dengan menggelembungkan
batas alokasi penerimaan anggota
dewan atau yang sering di sebut
mark-up. Dikatakan sebagai mark
up karena PP 110/ 2000 tentang
kedudukan Keuangan DPRD se-
benarnya telah membatasi secara
rinci penerimaan bagi anggora de-
wan yang bisa ditoleransi sesuai
dengan tingkat Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

b. Modus kedua adalah
menggandakan (redundant) item



penerimaan anggota dewan melalu
berbagai strategi. Strategi yang pa-
ling kerap muncul adalah dengan
memasukkan item anggaran yang
berbeda-beda untuk satu fungsi.
Misalnya terdapat pos asuransi
untuk kesehatan, tapi di pos lain
muncul item tunjangan kesehatan.

c. Modus ketiga dengan
cara mengada-adakan pos peneri-
maan anggaran yang sebenarnya
tidak diatur dalam PP 116/ 2000.
Kasus yang paling banyak men-
cuat adalah alokasi anggaran un-
tuk pos dana purnabakti.

d. Modus keempat ada-
lah  korupsi dalam pelaksanaan
program kegiatan dewan. Modus-
nya dengan cara membuat SPJ
fiktif program kegiatan dewan yang
tidak pernah dilaksanakan dalam
tahun anggaran tertentu.

Dari keempat modus terse-
but diatas, modus keempat bisa
dianggap yang paling konvensional
dan umum terjadi di berbagai ins-
tansi pemerintah (birokrasi). Dalam
pengertian bahwa tindakan korupsi
dengan cara memanipulasi doku-
men pertanggungjawaban peng-
gunaan APBD hingga seolah-olah
sebuah program telah dilaksana-
kan merupakan perbuatan yang
nyata-nyata melanggar hukum,
merugikan keuangan negara dan
terdapat upaya untuk memperkaya
diri sendiri.

2. Korupsi yang melibatkan
Kepala Daerah
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a. Korupsi yang banyak ter-
jadi adalah dalam pengadaan/ ten-
der dan pelaksanaan proyek/ pro-
gram. Korupsi terjadi karena ada-
nya kewenagan yang besar dari
pemegang otoritas, dalam hal ini
kepala daerah, untuk menentukan
panitia pengadaan/ tender, proyek/
program yang diadakan, peserta
tender, mekanisme tender hingga
penentuan pemenang tender.

b. Korupsi kolaboratif de-
ngan melibatkan dua pihak atau
lebih guna mengamankan posisi
atau kedudukan mengingat tugas/
fungsi/ wewenang dari masing-
masing pihak. Korupsi kolaboratif
berpeluang muncul ketika ada ke-
kuatan yang seimbang (baca: ke-
wenangan) antar pihak yang di-
awasi dengan pihak yang meng-
awasi yakni eksekutif (Kepala da-
rah) dengan legislatif (DPRD). Jika
kekuatan itu tidak seimbang, yang
muncul adalah pemerasan. Namun
jika eksekutif meminta kepada le-
gislatif untuk tidak menggunakan
fungsi kontrolnya akan melahirkan
penyuapan (bribery).

Pencegahan dan Penanggula-
ngan Korupsi

Mengingat korupsi birokrasi
berpangkal kepada hala-hal yang
sifatnya kompleks dan sistematis,
maka upaya pencegahan dan pe-

nanggulannya perlu ditempuh me-
lalui pendekatan interdispliner dan
multidispliner. Dalam kaitain ini, ca-
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ra terbaik untuk memberantas ko-
rupsi dapat dibagi dalam tiga ka-
tegori besar, yakni kategori kul-
tural, sosial historis dan peme-
rintahan.
1. Kategori Kultural

Program  penanggulangan
korupsi sangat tergantung pada ke-
adaan dan kemauan kelompok pe-
mimpin. Dalam hal ini dituntut ke-
sadaran mereka serta pengertian
dan pemahaman terhadapa sifat,
sebab dan akibat korupsi. Selain
itu perlu juga dibangun keberanian
membuang pejabat korup yang sis-
tematis. Pemberantasan korupsi
melalui instrumen vyuridis tidak
akan pernah bisa membabat ke
akar-akarnya. Hal yang lebih pen-
ting untuk dilakukan adalah pem-
benahan terhadap pola tingkah la-
ku baik dari pemegang kekuasaan
maupun dari masyarakat umum
yang belum terkena virus korupsi.
2. Kategori Sosial Historis

Budaya birokrasi patrimonial
perlu dihilangkan secara perlahan
namun pasti, sehingga pada saat-
nya akan dapat menghapus buda-
ya nepotisme yang sama sekali
tidak mendunkung penciptaan pro-
fesionalisme birokrasi. Sistem pe-
rekrutan aparatur pemerintah harus
dilakasankan secara fair dan ob-
yektif dengan melihat kemampuan
calon aparatus bukan melihat da-
rimana ia berasal.
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3. Kategori Pemerintahan

Dari segi kategori pemerin-
tahan setidaknya da tiga hal yang
perlu dilakukan, yaitu:

a. Penyempurnaaan atau
pembaharuan sistem administrasi
yang belum sempurna untuk men-
cegah kebocoran. Fungsi penga-
wasan harus lebih intensif dan me-
lakukan pemangkasan terhadapa
duplikasi dalam kelembagaan pe-
ngawasan.

b. Peningkatan kesejahte-
raan aparatus.

Kesejahteraan disini harus
ditafsirkan sebagai pemenuhan ke-
butuhan fisik dan non fisik, dengan
adanya dua penieruhan kebutuhan
tersebut diharapkan aparatus tidak
mudah tergoda untuk melakukan
penyelewengan, justru sebaliknya
akan memperkuat motivasinya gu-
na mengabdikan diri kepada ke-
pentingan bangsa dan masyarakat.

c. Pembaharuan sistem hu-
kum pidana nasional.

Pembaharuan sistem hukum
disini dimaksudkan sebagai pene-
gakan norma-norma yang tidak se-
mata-mata mengandalkan kepada
kebenaran formil dalam pembukti-
annya, tetapi juga harus memper-
hatikan perasaan keadilan dalam
masyarakat secara materiil.
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